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Belanja APBD Kalsel Tertinggi Nasional 

 

 
 

Sumber berita: 

https://kalsel.prokal.co/read/news/41355-belanja-apbd-kalsel-tertinggi-nasional.html 

 

Kalimantan Selatan berhasil menjadi provinsi tertinggi secara nasional dalam 

realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per 24 Mei 2021, 

yakni sebesar 27,51 persen. 

Informasi tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian 

saat memimpin Rakor Percepatan Realisasi APBD TA 2021. 

Kalsel sudah bagus hampir 30 persen realisasi belanjanya, menjadi yang tertinggi, 

ucap Mendagri, Tito Karnavian. 

Sementara, Provinsi Maluku, berada di posisi kedua dengan realisasi 27,43 persen, 

disusul DKI Jakarta sebesar 25,30 persen dan Provinsi Bengkulu, 25,28 persen. 

Disampaikan Mendagri, rata-rata provinsi realisasi belanja APBD per 24 Mei 2021 

sebesar 19 persen. Bagi daerah yang rendah realisasi belanjanya, Kemendagri akan 

melakukan asistensi secara langsung. "Masih ada waktu satu bulan, bagi daerah yang 

belanjanya masih rendah kita akan lakukan asistensi langsung," katanya. 

Dia mengungkapkan, pihaknya telah mendorong pemerintah daerah untuk 

mempercepat belanja daerah. Karena belanja pemerintah adalah tulang punggung 

ekonomi saat ini. 

Dikatakan mantan Kapolri ini, Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan 

ekonomi di kuartal II tahun 2021 ini bisa tembus 7 persen. Target itu menurutnya bisa 

dicapai jika penyebaran Covid-19 mampu dikendalikan. 

https://kalsel.prokal.co/read/news/41355-belanja-apbd-kalsel-tertinggi-nasional.html
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"Dukungan agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh cepat adalah dari pemerintah 

daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota," bebernya. 

Tito menginginkan para pemerintah daerah bisa mengelola APBD dengan baik 

untuk menjadi gerbong percepatan roda ekonomi. 

Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA mengaku 

bersyukur atas capaian tersebut. Kendati demikian, dia mengingatkan pimpinan 

organisasi perangkat daerah (OPD) tidak terlena dengan pencapaian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber berita: 

1. https://kalsel.prokal.co/read/news/41355-belanja-apbd-kalsel-tertinggi-

nasional/6, 28 Mei 2021 

2. https://apahabar.com/2021/05/tertinggi-nasional-mendagri-puji-realisasi-belanja-

abpd-kalsel/,  27 mei 2021 

 

Catatan: 

Kegiatan belanja tidak hanya dilakukan pada pemerintah pusat, melainkan juga di 

daerah. Kegiatan belanja yang dilakukan pemerintah daerah disebut sebagai belanja 

daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana 

belanja daerah disusun setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD).  

Belanja daerah dalam APBD tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan 

tugas pemerintah daerah. Adanya belanja daerah ini merupakan bentuk komitmen 

pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian wewenang untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 

daerahnya.  
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Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis.  

 Belanja Operasi Dilansir dari buku Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis 

Akrual (2015) karya Erlina, Omar Sakti, dan Rasdianto, belanja operasi 

adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang 

memberi manfaat jangka pendek. 

 Belanja pegawai Belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan 

pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam 

bentuk uang atau barang. Kompensasi tersebut diberikan kepada pegawai 

negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer yang bertugas di 

dalam maupun di luar negeri. Kompensasi diberikan sebagai imbalan atas 

pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan 

fungsi unit organisasi pemerintah daerah. Contoh belanja pegawai adalah 

belanja gaji, belanja tunjangan, uang makan, uang lembur PNS, dan 

sebainya. 

 Belanja barang dan jasa Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang 

dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian barang atau jasa habis pakai 

yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan 

maupun tidak dipasarkan. Termasuk juga pengadaan barang yang kemudian 

akan dijual kepada masyarakat. Contoh belanja barang dan jasa adalah 

belanja keperluan perkantoran, sewa gedung, pembayaran listrik, dan lain-

lain.  

 Belanja hibah, Belanja hibah adalah perjanjian antara pemberi hibah dan 

penerima hibah dengan mengalihkan hak dalam bentuk uang, barang, 

maupun jasa berupa transfer. Belanja hibah bersifat sukarela, tidak wajib, 

tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali, dan tidak terus-menerus 

dilakukan.  

 Belanja bantuan social, Belanja bantuan sosial adalah pemberian barang 

atau jasa oleh pemerintah daerah kepada masyarakat guna menghindari 

kemungkinan risiko sosial yang merupakan peristiwa pemicu terjadinya 

kerentanan sosial. Contoh belanja bantuan sosial adalah belanja jaminan 

sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan lain-lain. 

 Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset 

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja 

modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan 

bangunan, peralatan, serta aset tidak berwujud.  
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 Belanja tidak terduga, Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran 

pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak 

yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contoh belanja tidak terduga 

adalah belanja penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan 

sebagainya. 

  Belanja transfer, Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari 

pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran 

anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Belanja bagi hasil Belanja bagi hasil 

adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil 

yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah 

kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah 

desa. Termasuk juga pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada 

pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang.  

 

 

 


